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Abstract 
  
The community participation in the administration of Regional Government has an 
important function, among others, as a means for the community both individuals, 
community groups, and social organizations in expressing their needs and interests so 
that the process of forming regional policies is more responsive to the needs and in-
terests of the community. Community participation is also important in realizing 
community care and support for the success of development in the region. The prob-
lems in this study are: 1) how is to know the scope and form of community participa-
tion in question; 2) how is to build public awareness to participate in the administra-
tion of Regional Government; This type of research used is normatif legal research or 
also called library law research that is research conducted by examining library mate-
rials or secondary data. While the approach method used in this study is the statutory 
approach and the analytical approach. To carry out regional development, the Region-
al Government encourages community participation in the form of partnerships. 
Community participation in the implementation of regional development can be done 
in the form of grants from the community to the Regional Government in the form of 
money, goods, and/or services in accordance with statutory provisions. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Keterlibatan masyarakat 
dalam setiap pembangunan men-
jadi penting untuk  didiskusikan 
karena hubungannya dengan hak 
asasi warga. Bentuk keterlibatan 
itu mulai dari tahap pemberita-
huan informasi, konsultasi, dialog, 
tukar pikiran, musyawarah, me-
nyatakan pendapat hingga interak-
si dijamin dan dilindungi oleh 
UUDNRI Tahun 1945, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) 
dan 28F UUDNRI Tahun 1945 
(Hermansyah, 2019).  
Kegiatan pembangunan ha-
rus bersifat pareto supe-
rior (membangun untuk mengun-
tungkan semua pihak), bu-
kan pareto optimal (membangun 
mengorbankan orang lain). Suatu 
hal yang percuma jika pembangu-
nan tidak bermuara pada kemak-
muran dan kesejahteraan warga 
negara Indonesia. Hal penting 
lainnya adalah pastisipasi masya-
rakat sebagai penunjang terlaksa-
nanya pembangunan.  
Karena tujuan pembangu-
nan adalah menyejahterakan kehi-
dupan bangsa dan ikut melaksana-
kan ketertiban dunia, maka proses 
perencanaan dan hasil perenca-
naan pun harus sesuai dengan ke-
burtuhan pembangunan itu sendi-
ri. Dan untuk mempercepat terwu-
judnya kesejahteraan masyarakat, 
perlu dilakukan berbagai upaya 
peningkatan partisipasi masyara-
kat dalam penyelenggaraan peme-
rintahan daerah. Hal ini menjadi 
materi pokok pengaturan partisi-
pasi masyarakat sebagaimana di-
amanatkan dalam UU No. 23 Ta-
hun 2014 tentang pemerintahan 
daerah; selanjutnya disebut UU 
Pemda. 
Partisipasi masyarakat da-
lam penyelenggaraan pemerinta-
han daerah memiliki fungsi pent-
ing, antara lain sebagai sarana bagi 
masyarakat, baik orang perseo-
rangan, kelompok masyarakat, 
maupun organisasi kemasyaraka-
tan dalam mengekspresikan kebu-
tuhan dan kepentingannya, se-
hingga proses pembentukan kebi-
jakan daerah lebih responsif ter-
hadap kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat (Boim. 2019). 
Bertolak dari ketentuan 
Pasal 354 ayat (7) UU Pemda, di-
nyatakan bahwa tata cara partisi-
pasi masyarakat dalam penyeleng-
garan pemerintahan daerahdiatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Dae-
rah (Perda) dengan berpedoman 
pada Peraturan Pemerintah (PP). 
Pedoman partisipasi masyarakat 
ini dapat dilihat dalam Peraturan 
Pemerintah No. 45 Tahun 2017 
tentang partisipasi masyarakat da-
lam penyelenggaraan pemerinta-
han daerah, yaitu meliputi partisi-
pasi masyarakat dalam penyusu-
nan Perda dan kebijakan daerah, 
perencanaan, penganggaran, pe-
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laksanaan, pemonitoran dan pen-
gevaluasian pembangunan daerah, 
pengelolaan aset dan/atau sumber 
daya alam daerah dan penyeleng-
garaan pelayanan publik serta 
akses masyarakat terhadap infor-
masi penyelenggaraan pemerinta-
han daerah dan penguatan kapasi-
tas kelompok masyarakat dan atau 
organisasi kemasyarakatan agar 
dapat berpartisipasi secara efektif 
dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan daerah. 
Berlakunya Peraturan Pe-
merintah No. 45 Tahun 2017 ini, 
bermakna bahwa pemerintah 
menjamin hak masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam penyusunan 
Perda dan terutama kebijakan 
daerah yang mengatur dan mem-
bebani masyarakat. Adapun Perda 
dan kebijakan daerah yang menga-
tur dan membebani masyarakat 
tersebut biasanya adalah Perda 
tentang tata ruang, pajak daerah, 
retribusi daerah, perencanaan dan 
penganggaran pembangunan dae-
rah, perizinan, pengaturan yang 
memberikan sanksi kepada ma-
syarakat dan pengaturan lainnya 
yang berdampak sosial. 
Setidaknya, uraian di atas 
telah membuka ruang bagi penulis 
untuk menelusuri lebih dalam lagi 
segala hal yang berkaitan dengan 
urgensi partisipasi masyarakat da-
lam penyelenggaraan pemerinta-
han daerah saat ini. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Bertolak dari latar belakang 
permasalahan, sebagaimana telah 
diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini dis-
usun dalam beberapa pertanyaan, 
sebagai berikut: 1) Bagaimana cara 
mengetahui cakupan dan bentuk 
partisipasi masyarakat? Bagaima-
na upaya membangun kesadaran 
bagi peningkatan partisipasi ma-
syarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah? Untuk men-
jawab dua pertanyaan permasala-
han tersebut, studi ini menerapkan 
dua pendekatan sekaligus; staute 
approach dan analytical approach. 
Pendekatan pertama dimanfaatkan 
untuk mengkaji dan menganalisis 
peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutpaut dengan per-
soalan partisipasi masyarakat da-
lam penyelenggaraan pemerin-
tahan daerah.  
Pendekatan kedua diguna-
kan untuk mengetahui makna yang 
dikandung oleh istilah-istilah yang 
digunakan dalam aturan perun-
dang-undangan tentang partisipasi 
masyarakat dalam penyelengga-
raan pemerintahan daerah secara 
konseptual sekaligus untuk men-
getahui penerapannya dalam prak-
tik (Ibrahim, 2013). Sifat peneli-
tian ini adalah deskriptif, yaitu pe-
nelitian mendeskripsikan atau 
menjelaskan tentang peraturan 
perundang-undangan yang ada 
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dan saat ini berlaku sebagai hu-
kum positif. Adapun sumber data 
yang dimanfaatkan adalah data 
kepustakaan.  
Pada kepustakaan hukum, 
maka  sumber datanya disebut ba-
han hukum. Bahan hukum yang 
dikaji dan yang dianalisis dalam 
enelitian hukum normatif terdiri 
dari bahan hukum primer, se-
kunder dan tersier. Bahan hukum 
primer meliputi; 1) norma atau 
kaidah dasar, yaitu UUDNRI Tahun 
1945; 2) UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan daerah; 3) 
Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan daerah Menjadi Un-
dang-Undang; 4) UU No. 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten-
tang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan daerah 
Menjadi Undang-Undang; UU No. 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan daerah; PP No. 45 Tahun 
2017 tentang Partisipasi Masyara-
kat Dalam Penyelenggaraan Peme-
rintahan daerah. 
Sementara itu sumber se-
kundernya adalah bahan hukum 
yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, 
seperti naskah akademik, rancan-
gan undang-undang, dan hasil pe-
nelitian para ahli hukum. Dan 
sumber tersiernya adalah bahan 
hukum yang memberikan penjela-
san mengenai bahan hukum pri-
mer dan bahan hukum sekunder 
seperti kamus besar bahasa Indo-
nesia, kamus hukum dan kamus 
bahasa Inggris.  
Data yang diperoleh dari 
sumber-sumber tersebut akan di-
analisis secara deskriptif kualitatif, 
yakni suatu analisis yang sifatnya 
menjelaskan atau menggambarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, 
kemudian dikaitkan dengan kenya-
taan yang terjadi di masyarakat 
dan akhirnya diambil kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Pentingnya Membangun Kesa-
daran Masyarakat untuk Ber-
partisipasi dalam Penyelengga-
raan Pemerintahan daerah 
 
Manusia adalah makhluk 
sosial (zoon politicon) yang harus 
hidup bersama-sama dan mem-
bentuk sebuah kumpulan yang 
disebut dengan masyarakat. 
Kondisi tersebut tidak terjadi ber-
dasarkan adanya manusia yang 
secara kebetulan bersama, tetapi 
atas adanya kebersamaan tujuan; 
antara lain untuk memenuhi pang-
gilan hidupnya, memenuhi kebu-
tuhan hidupnya atau kepentingan-
nya. Hanyadalam kehidupan ber-
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sama-lah manusia dimungkinkan 
memenuhi panggilan hidupnya, 
memenuhi kebutuhan atau kepen-
tingannya (Mertokusumo, 2016: 
148). 
Sejak dicitrakan sebagai 
makhluk sosial, manusia tidak bisa 
hidup di luar jejaring tatanan; ba-
gaimana dan apapun bentuknya. 
Sosialitas menegaskan, bahwa ma-
nusia adalah makhluk berkelom-
pok, seperti semut, lebah dan lain-
lainnya. Akan tetapi, apabila ko-
munitas semut itu bersifat alami, 
boleh dikatakan bahwa jejaring 
tatanan manusia adalah buatan 
(man made), artifisial. Dari tatanan 
artificial itulah muncul berbagai 
persoalan manusia, sementara 
hukum adalah produk yang mun-
cul dari dan untuk mengatur  tata-
nan itu (Rahardjo, 2008: 7). 
Lebih lanjut, sebagai negara 
yang majemuk, Indonesia tergo-
long negara dengan memilki kom-
pleksitas permasalahan. Kare-
nanya, ia membutuhkan kearifan 
dan kehati-hatian tersendiri untuk 
merawatnya. Apabila peringatan 
tersebut tidak diperhatikan-bagi 
banyak komunitas local-hukum 
nasional justru menjadi beban da-
ripada menciptakan ketertiban 
dan kesejahteraan (Rahardjo 
2008: 62). 
Atas dasar ini, dalam suatu 
komunitas masyarakat Indonesia, 
setiap orang memilki kepentingan 
yang harus dilindungi Perlindun-
gan kepentingan akan tercapai 
dengan terciptanya pedoman atau 
peraturan hidup yang menentukan 
bagaimana manusia harus berting-
kah laku dalam masyarakat agar 
tidak merugikan orang lain dan 
juga dirinya sendiri, sehingga di-
perlukan hukum yang dapat mene-
rima realitas-realitas lokal (Si-
matupang, ).  Dengan diterimanya 
realitas-realitas lokal itu, masyara-
kat akan merasa dihargai, diperlu-
kan dan diharapkan perannya da-
lam membangun bangsa yang 
bermuara kepada partisipasi aktif 
dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan, utamanya bagi pemerinta-
han daerah yang memiliki kekha-
san budaya masing-masing. 
Aturan hukum dan sistem 
pembangunan di daerah semes-
tinya diadopsi dari kearifan lokal 
yangbersumber dari tatanan hidup 
dalam suatu mayarakat. Penga-
dopsian aturan dari kearifan lokal 
dilakukan dengan sistem bottom 
up planning, yaitu perencanaan 
pembangunan yang berasal dari 
aspirasi yang berkembang dari 
masyarakat paling bawah. Artinya 
partisipasi masyarakat menjadi 
penting untuk mendapatkan model 
pembangunan daerah yang benar-
benar dikehendaki warga masya-
rakat setempat.  
Pola pembangunan sema-
cam menganut dua prinsip dasar; 
1) desentralisasi dan demokrasi 
lokal. Prinsip desentralisasi yang 
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berkaitan dengan penempatan ka-
bupaten/kota sebagai wilayah 
pembangunan otonom yang mem-
punyai kewenangan untuk menge-
lola perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan di wilayah yurisdik-
sinya, dan 2) prinsip demokrasi 
yang harus melibatkan partisipasi 
masyarakat dalam setiap perenca-
naannya. 
Melalui konsep pember-
dayaan tersebut pemerintah mem-
bangun strategi untuk mulai me-
ningkatkan partisipasi masyarakat, 
baik pada tahapan proses maupun 
dalam pelaksanaan pembangunan. 
Kebijakan pembangunan ini men-
ganut dua filosofi dasar public 
touch and bringing the public in, 
yakni sebuah kebijakan yang sung-
guh-sungguh menyentuh kebutu-
han publik dan mampu membawa 
masyarakat masuk ke dalam 
ruang-ruang kebijakan atau yang 
dikenal dengan sebutan pemban-
gunan partisipatif.  
Pada penjelasan PP No. 45 
Tahun 2017 ditegaskan bahwa 
Partisipasi masyarakat dalam pe-
nyelenggaraan pemerintahan dae-
rah memiliki fungsi penting, antara 
lain sebagai sarana bagi masyara-
kat baik orang perseorangan, ke-
lompok masyarakat, maupun or-
ganisasi kemasyarakatan dalam 
mengekspresikan kebutuhan dan 
kepentingannya sehingga proses 
pembentukan kebijakan daerah 
lebih responsif terhadap kebutu-
han dan kepentingan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat juga meru-
pakan hal penting dalam mewu-
judkan kepedulian dan dukungan 
masyarakat untuk keberhasilan 
pembangunan di daerahnya. 
Menurut H.S. Tisnanta, 
proses partisipasi rakyat (masya-
rakat) dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah akan sangat 
ditentukan oleh kualitas hubungan 
antara pemerintah dan warga. Pe-
merintah sebagai lembaga yang 
memiliki kekuasaan yang lebih su-
perior harus dengan tulus mem-
buka ruang dan kesempatan bagi 
warga masyarakat untuk ikut da-
lam proses penentuan kebijakan 
(Tisnanta, 2005: 78). 
Sementara itu, M. Budairi 
Idjehar mensyaratkan bahwa ke-
sempatan bagi rakyat hanya 
mungkin tersedia kalau lembaga-
lembaga dalam masyarakat men-
jamin adanya 8 (delapan) kondisi, 
yaitu: kebebasan untuk memben-
tuk dan bergabung dalam organi-
sasi; Kebebasan mengungkapkan 
pendapat ; hak untuk memilih da-
lam pemilihan umum; Hak untuk 
menduduki jabatan publik; hak pa-
ra pemimpin untuk bersaing 
memperoleh dukungan suara; ter-
sedianya sumber-sumber informa-
si alternatif; terselenggaranya pe-
milihan umum yang bebas dan ju-
jur; adanya lembaga-lembaga yang 
menjamin agar kebijakan publik 
tergantung pada suara dalam pe-
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milihan umum dan pada cara-cara 
penyampaian pendapat. 
Delapan kondisi tersebut di 
atas akan mengimplikasikan ter-
bukanya ruang partisipasi publik 
dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan secara luas. Dengan terbu-
kanya ruang partisipasi tersebut 
maka pengambilan keputusan 
yang menyangkut masyarakat ti-
dak dapat dimonopoli oleh pejabat 
pengambil keputusan maupun 
anggota lembaga perwakilan, me-
lainkan harus dibuka secara luas 
dalam iklim keterbukaan. Kebera-
daan lembaga perwakilan tidak 
akan pernah mampu mendengar-
kan semua tuntutan warga masya-
rakat. Banyak keputusan-
keputusan penting dalam penye-
lengaraan pemerintahan yang ha-
rus melibatkan masyarakat secara 
langsung (Tisnanta, 2005: 79). 
Partisipasi dan pelibatan 
masyarakat dalam proses rencana 
pembuatan kebijakan publik, pro-
gram kebijakan publik, proses 
pengambilan keputusan publik 
merupakan salah satu ciri dari pe-
nyelenggaraan negara yang demo-
kratis, terlebih ketika otonomi 
daerah telah memberikan peluang 
sebesar-besarnya bagiketerlibatan 
masyarakat dalam penyelengga-
raan pemerintahan daerah, uta-
manya terutama dalam pembuatan 
Peraturan Daerah (Ardianto, 2018: 
198). 
Partisipasi masyarakat da-
lam pembuatan Peraturan Daerah 
merupakan wujud penyelengga-
raan pemerintahan yang baik. Hal 
ini seirama dengan prinsip-prinsip 
good governance, diantaranya ke-
terlibatan masyarakat, akuntabili-
tas, dan transparansi. Menurut 
Miftah Thoha, terselenggaranya 
good governance merupakan pra-
syarat utama untuk mewujudkan 
hal tersebut, diperlukan pengem-
bangan dan penerapan sistem per-
tanggungjawaban yang tepat, jelas, 
dan nyata sehingga penyelengga-
raan pemerintahan dan pemban-
gunan dapat berlangsung secara 
berdaya guna, berhasil guna, ber-
sih dan bertanggung jawab serta 
bebas korupsi (Ardianto, 2018: 
199). 
Alexander Abe menyatakan, 
keterlibatan masyarakat secara 
langsung, akan membawa tiga 
dampak penting, yakni; 1) memi-
nimalisir peluang terjadinya mani-
pulasi kepentingan; 2) memperje-
las apa yang sebetulnya dikehen-
daki dan dibutuhkan oleh masya-
rakat; 3) memberi nilai tambah 
pada legitimasi rumusan perenca-
naan, dalam hal ini semakin ba-
nyak partisipsi masyarakat yang 
terlibat akan semakin baik; dan4) 
meningkatkan kesadaran dan ke-
terampilan masyarakat (Alexan-
der, 2017: 103). 
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3.2 Cakupan dan Bentuk Partisipa-
si Masyarakat 
Melaksanakan kehidupan 
demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerahmerupakan 
fungsi dari kepala daerah dalam 
melaksanakan tugas dan wewe-
nangnya. Kepala daerah merupa-
kan kepala pemerintahan memiliki 
fungsi dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah berdasarkan 
dengan prinsip-prinsip demokrasi. 
pemerintahan daerah menurut 
prinsip-prinsip demokrasi dis-
elenggarakan berdasarkan prinsip-
prinsip akuntabilitas, transparansi, 
berdasarkan hukum dan partisipa-
si rakyat. Pemerintahan daerahse-
suai prinsip pertanggungjawaban 
yakni dapat mempertanggungja-
wabkan segala kegiatan tindakan 
pemerintahan kepada rakyat di 
daerah (Dewi dan Putra, 2019). 
Perwujudan partisipasi ma-
syarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang demokratis 
belum sepenuhnya jelas diatur da-
lam aturan hukum di Indonesia. 
Pernyataan Undang-Undang tidak 
menyebutkannya secara eksplisit, 
tatapi hanya secara implisit, se-
bangaimana bunyi UU No. 23 Ta-
hun 2014. Tak pelak jika eksistensi 
peranan partisipasi masyarakat 
dalam membantu kepala daerah 
mejalankan otonomi daerah yang 
demokratis pun masih berstatu 
‘kabur’. Untuk menjawab kekabu-
ran norma tersebut, maka dilaku-
kan pengkajian peran masyarakat 
dalam fungsi kepala daerah yang 
demokratis dengan aturan perun-
dang-undangan yang berlaku. 
Pada Penjelasan PP No. 45 
Tahun 2017, dinyatakan bahwa 
untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat, perlu 
dilakukan berbagai upaya pening-
katan partisipasi masyarakat da-
lam penyelenggaraan Pemerinta-
han daerah. Hal ini menjadi materi 
pokok pengaturan partisipasi ma-
syarakat dalam Peraturan Peme-
rintah ini, sebagaimana diama-
natkan UU No. 23 Tahun 2014 ten-
tang pemerintahan daerah. 
Pengaturan partisipasi ma-
syarakat dalam PP No.45 Tahun 
2017 mencakup antara lain: a) 
Partisipasi masyarakat dalam pe-
nyusunan Peraturan Daerah dan 
Kebijakan Daerah yang mengatur 
dan membebani masyarakat; b) 
Partisipasi masyarakat dalam pe-
rencanaan, penganggaran, pelak-
sanaan, pemonitoran, dan penge-
valuasian pembangunan Daerah; c) 
Partisipasi masyarakat dalam pen-
gelolaan aset dan/atau sumber 
daya alam Daerah; d) Partisipasi 
masyarakat dalam penyelengga-
raan pelayanan publik; e) Akses 
masyarakat terhadap informasi 
penyelenggaraan Pemerintahan 
daerah; f) Penguatan kapasitas ke-
lompok masyarakat dan/atau or-
ganisasi kemasyarakatan, agar da-
pat berpartisipasi secara efektif 
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dalam penyelenggaraan Pemerin-
tahan daerah. 
 
3.3 Upaya Pemerintah Mendorong 
Partisipas Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Pemerinta-
han Daerah 
 
Untuk mendorong terwu-
judnya masyarakat yang berdaya 
saing, perlu sekiranya dilakukan 
upaya pemberdayaan masyarakat 
(empowerment society) yang lebih 
komprehensif serta berorientasi 
jauh kedepan dan berkelanjutan 
(suistanable). Pemberdayaan yang 
dilakukan adalah bagaimana pe-
merintah dan stakeholder lainnya 
mampu bersinergi dalam meren-
canakan program, sementara tetap 
mempertimbangkan nilai-nilai so-
sial (social value) dan kearifan lok-
al (lokal wisdom) yang sudah ada. 
Pemda mendorong partisi-
pasi masyarakat dalam perenca-
naan pembangunan jangka pan-
jang daerah, perencanaan pem-
bangunan jangka menengah dae-
rah, dan perencanaan pembangu-
nan tahunan daerah. Pada Pasal 
354 ayat (2) UU Pemda jelaskan 
bahwa untuk menyelenggarakan 
pemerintahan daerah, Pemda 
mendorong partisipasi masyarakat 
dengan melakukan kegiatan antara 
lain: 1) Menyampaikan infomasi 
tentang penyelenggaraan permin-
tahan daerah kepada masyarakat; 
2) Mendorong kelompok dan or-
ganisasi masyarakat untuk berpe-
ran aktif dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah melalui du-
kungan pengembangan kapasitas 
masyarakat; 3) Mengembangkan 
pelembagaan dan mekanisme pen-
gambilan keputusan yang me-
mungkinkan kelompok dan orga-
nisasi kemasyarakatan dapat terli-
bat secara efektif; 
dan/ataukegiatan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan. 
PP No. 45 Tahun 2017 men-
jelaskan bahwa untuk mensuk-
seskan pembangunan daerah, Pe-
merintah Daerah wajib mendorong 
partisipasi masyarakat dalam pe-
rencanaan pembangunan jangka 
panjang daerah dengan bentuk ke-
giatan, diantaranya; 1) penyusu-
nan rancangan awal rencana pem-
bangunan jangka panjang daerah, 
dan 2) musyawarah perencanaan 
pembangunan jangka panjang. 
Dalam rangka mendukung 
ide pemerintah pusat, pemerintah 
daerah juga mendorong partisipasi 
masyarakat dalam menyusun pe-
rencanaan pembangunan jangka 
menengah daerah dengan bentuk 
kegiatan, antara lain: 1) penyusu-
nan rancangan awal rencana pem-
bangunan jangka menengah dae-
rah, 2) penyusunan rencana stra-
tegis perangkat daerah, dan 3) mu-
syawarah perencanaan pemban-
gunan jangka menengah. 
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Pemerintah Daerah mendo-
rong partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan penyusunan rancangan 
kebijakan umum anggaran penda-
patan dan belanja daerah serta 
prioritas dan plafon anggaran se-
mentara untuk penganggaran 
pembangunan daerah. Partisipasi 
masyarakat dilakukan dalam ben-
tuk penyampaian aspirasi, konsul-
tasi publik, dan / atau diskusi yang 
dilaksanakan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-
undangan yang hasilnya menjadi 
bahan masukan dalam penyusu-
nan rancangan kebijakan umum 
anggaran pendapatan dan belanja 
daerah serta prioritas dan plafon 
anggaran sementara. 
Untuk menyusun perenca-
naan pembangunan tahunan dae-
rah, Pemerintah Daerah juga men-
dorong partisipasi masyarakat 
dengan kegiatan: 1) penyusunan 
rancangan awal rencana kerja Pe-
merintah Daerah; 2) penyusunan 
rencana kerja perangkat daerah; 3) 
musyawarah perencanaan pem-
bangunan daerah di kecamatan; 
dan 4) musyawarah perencanaan 
pembangunan tahunan provinsi 
dan kabupaten/kota. 
Untuk melaksanakan pem-
bangunan daerah, Pemda mendo-
rong partisipasi masyarakat dalam 
bentuk kemitraan. Partisipasi ma-
syarakat dalam pelaksanaan pem-
bangunan daerah dapat dilakukan 
dalam bentuk pemberian hibah 
dari masyarakat kepada Pemerin-
tah Daerah dalam bentuk uang, ba-
rang, dan/atau jasa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pemerintah Daerah mendo-
rong partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan aset danatau sumber 
daya alam daerah yang meliputi 
penggunaan, pemanfaatan, pen-
gamanan, dan pemeliharaannya. 
Partisipasi masyarakat dalam 
penggunaan dan pengamanan aset 
dan/atau sumber daya alam dae-
rah dilaksanakan dalam bentuk 
pengawasan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-
undangan. 
 
4. KESIMPULAN 
Pada UU Pemda telah dis-
ebutkan, secara eksplisit, keten-
tuan mengenai segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pemerintahan 
daerah, temasuk hal-hal yang ber-
kaitan dengan partisipasi masya-
rakat. Ketentuan mengenai parti-
sipasi masyarakat dijabarkan seca-
ra rinci dalam PP No. 45 Tahun 
2017 yang menjelaskan bahwa da-
lam penyelenggaraan pemerinta-
han daerah perlu melibatkan pe-
ran serta masyarakat, dimana ma-
syarakat diberi peran untuk ber-
partisipasi, baik itu dalam proses 
perencanaan maupun dalam pe-
laksanaan pembangunan. Partisi-
pasi masyarakat dalam pembentu-
kan Peraturan Daerah merupakan 
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wujud penyelenggaraan pemerin-
tahan yang baik sesuai dengan 
prinsip-prinsip good governance. 
Partisipasi masyarakat da-
lam penyelenggaraan pemerinta-
han daerah mencakup penyusunan 
Peraturan daerah dan Kebijakan 
Daerah yang mengatur dan mem-
bebani masyarakat, perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pe-
monitoran, dan pengevaluasian 
pembangunan daerah, pengelolaan 
aset dan/atau sumber daya alam 
daerah, dan penyelenggaraan pe-
layanan publik.  
Untuk mensukseskan pe-
nyelenggaraan pemerintahan dae-
rah, maka Pemerintah Daerah 
mendorong partisipasi masyarakat 
melalui penyampaian informasi 
tentang penyelenggaraan Pemerin-
tahan daerah kepada masyarakat, 
mendorong kelompok dan organi-
sasi masyarakat untuk berperan 
aktif dalam penyelenggaraan Pe-
merintahan daerah melalui du-
kungan pengembangan kapasitas 
masyarakat, mengembangkan pe-
lembagaan dan mekanisme pen-
gambilan keputusan yang me-
mungkinkan kelompok dan orga-
nisasi masyarakat dapat terlibat 
secara efektif. 
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